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UAS EKONOMI PENDIDIKAN 

 

1. Pemerintah Kabupaten A mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 30% dari APBD. 

Sebagian besar dana digunakan untuk pembangunan gedung sekolah baru, sedangkan 

pelatihan guru, pengembangan kurikulum, dan pengadaan media pembelajaran digital masih 

sangat terbatas. Setelah lima tahun, angka partisipasi sekolah meningkat, tetapi kualitas hasil 

belajar siswa tidak mengalami peningkatan signifikan. 

Pertanyaan 

1. Analisis penggunaan anggaran pendidikan pada kasus tersebut berdasarkan konsep 

efisiensi internal dan eksternal pendidikan. 

Jawab:  

Berdasarkan konsep efisiensi internal, penggunaan anggaran pendidikan di Kabupaten A 

belum optimal. Efisiensi internal berkaitan dengan kemampuan sistem pendidikan dalam 

memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan output pendidikan yang 

berkualitas. Dalam kasus ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran pendidikan 

sebesar 30% dari APBD dan sebagian besar digunakan untuk pembangunan gedung 

sekolah baru. Kebijakan tersebut berhasil meningkatkan angka partisipasi sekolah karena 

akses pendidikan menjadi lebih luas. Namun, kualitas hasil belajar siswa tidak mengalami 

peningkatan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran belum 

efisien karena peningkatan input berupa dana dan sarana fisik tidak diikuti oleh 

peningkatan output pendidikan. Kurangnya alokasi dana untuk pelatihan guru, 

pengembangan kurikulum, dan media pembelajaran digital menyebabkan proses 

pembelajaran tidak berkembang secara optimal sehingga kualitas hasil belajar siswa 

cenderung stagnan. 

 



Dari perspektif efisiensi eksternal, penggunaan anggaran tersebut juga belum memberikan 

manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Efisiensi eksternal berkaitan dengan sejauh 

mana pendidikan mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi, keterampilan, 

dan produktivitas yang dibutuhkan dalam kehidupan sosial maupun dunia kerja. Meskipun 

jumlah siswa yang bersekolah meningkat, kualitas kompetensi lulusan tidak mengalami 

peningkatan yang berarti. Akibatnya, pendidikan belum mampu menghasilkan sumber 

daya manusia yang lebih berkualitas dan berdaya saing tinggi. Dengan demikian, manfaat 

pendidikan terhadap peningkatan produktivitas tenaga kerja dan pembangunan daerah 

masih belum optimal. 

 

2. Jelaskan dampak kebijakan tersebut terhadap kualitas sumber daya manusia. Berikan 

rekomendasi kebijakan yang lebih efektif. 

Jawab:  

Kebijakan yang lebih memprioritaskan pembangunan gedung sekolah memberikan 

dampak positif terhadap peningkatan akses pendidikan. Dengan bertambahnya jumlah 

sekolah dan fasilitas pendidikan, semakin banyak anak yang memiliki kesempatan untuk 

mengenyam pendidikan sehingga angka partisipasi sekolah meningkat. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa pemerintah berhasil memperluas akses pendidikan bagi masyarakat 

dan mengurangi hambatan dalam memperoleh layanan pendidikan. 

 

Namun, dari sisi kualitas sumber daya manusia, kebijakan tersebut belum memberikan 

hasil yang optimal. Hal ini terlihat dari tidak adanya peningkatan signifikan pada hasil 

belajar siswa meskipun anggaran pendidikan yang digunakan cukup besar. Rendahnya 

alokasi dana untuk pelatihan guru menyebabkan kompetensi dan profesionalisme guru 

tidak berkembang secara maksimal. Selain itu, kurangnya pengembangan kurikulum dan 

keterbatasan media pembelajaran digital membuat proses pembelajaran kurang inovatif 

dan kurang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta 

teknologi. Akibatnya, siswa tidak memperoleh pengalaman belajar yang mampu 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, pemecahan masalah, dan 

keterampilan digital yang sangat dibutuhkan di era modern. 

 



Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat berdampak pada rendahnya kualitas sumber 

daya manusia yang dihasilkan. Meskipun tingkat pendidikan masyarakat meningkat secara 

kuantitas, kualitas kompetensi lulusan belum tentu mengalami peningkatan yang 

sebanding. Hal ini dapat menyebabkan rendahnya produktivitas tenaga kerja, terbatasnya 

kemampuan beradaptasi terhadap perubahan teknologi, serta menurunnya daya saing 

lulusan di dunia kerja. Jika terus berlangsung, kondisi tersebut dapat menghambat 

pertumbuhan ekonomi daerah karena pendidikan belum mampu menghasilkan tenaga 

kerja yang berkualitas sesuai kebutuhan pembangunan. 

 

Agar penggunaan anggaran pendidikan lebih efektif, pemerintah daerah perlu menerapkan 

kebijakan yang lebih seimbang antara pembangunan sarana fisik dan peningkatan mutu 

pendidikan. Pembangunan gedung sekolah tetap penting untuk menjamin akses 

pendidikan, tetapi harus diimbangi dengan investasi pada faktor-faktor yang secara 

langsung memengaruhi kualitas pembelajaran. Pemerintah perlu meningkatkan alokasi 

dana untuk pelatihan dan pengembangan kompetensi guru secara berkelanjutan agar guru 

mampu menerapkan metode pembelajaran yang lebih efektif dan inovatif. Selain itu, 

pengembangan kurikulum perlu disesuaikan dengan kebutuhan abad ke-21, termasuk 

penguatan literasi, numerasi, keterampilan digital, kemampuan berpikir kritis, dan 

kemampuan berkolaborasi. 

 

Pemerintah juga perlu memperluas penggunaan teknologi pendidikan melalui penyediaan 

media pembelajaran digital, akses internet yang memadai, serta sumber belajar yang lebih 

beragam. Di samping itu, evaluasi keberhasilan program pendidikan sebaiknya tidak 

hanya berfokus pada peningkatan angka partisipasi sekolah atau jumlah bangunan yang 

telah dibangun, tetapi juga pada peningkatan kualitas hasil belajar siswa dan kompetensi 

lulusan. Dengan kebijakan tersebut, anggaran pendidikan dapat digunakan secara lebih 

efisien dan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, produktif, serta 

memiliki daya saing tinggi dalam menghadapi tantangan pembangunan dan dunia kerja di 

masa depan. 

 

 



2. Sekolah di wilayah perkotaan memiliki laboratorium lengkap, akses internet cepat, dan guru 

profesional. Sebaliknya, sekolah di daerah pedesaan mengalami kekurangan guru, fasilitas 

minim, dan keterbatasan teknologi. Akibatnya, hasil ujian siswa di desa jauh lebih rendah 

dibandingkan siswa di kota. 

Pertanyaan 

1. Jelaskan bentuk ketimpangan pendidikan pada kasus tersebut. 

Jawab:  

Pada kasus tersebut terdapat ketimpangan akses dan kualitas pendidikan antara wilayah 

perkotaan dan pedesaan. Sekolah di wilayah perkotaan memiliki fasilitas pendidikan yang 

lebih lengkap, seperti laboratorium, akses internet yang cepat, serta guru yang profesional 

dan berkualitas. Sebaliknya, sekolah di daerah pedesaan mengalami kekurangan guru, 

keterbatasan sarana dan prasarana, serta akses teknologi yang minim. Ketimpangan 

tersebut menyebabkan adanya perbedaan kesempatan belajar yang diterima siswa. Siswa 

di perkotaan dapat memanfaatkan fasilitas dan teknologi yang mendukung proses 

pembelajaran sehingga memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh hasil belajar yang 

baik. Sementara itu, siswa di pedesaan harus belajar dengan fasilitas yang terbatas 

sehingga proses pembelajaran menjadi kurang efektif. Akibatnya, hasil ujian siswa di desa 

jauh lebih rendah dibandingkan siswa di kota. Dengan demikian, bentuk ketimpangan 

pendidikan dalam kasus ini meliputi ketimpangan fasilitas pendidikan, ketimpangan 

kualitas dan distribusi guru, serta ketimpangan akses terhadap teknologi dan sumber 

belajar. 

 

2. Analisis dampak ekonomi jangka panjang dari ketimpangan pendidikan. Usulkan solusi 

kebijakan untuk mengurangi ketimpangan tersebut. 

Jawab:  

Ketimpangan pendidikan dapat menimbulkan berbagai dampak ekonomi dalam jangka 

panjang. Pendidikan merupakan investasi modal manusia (human capital) yang berfungsi 

meningkatkan keterampilan, produktivitas, dan pendapatan seseorang. Ketika kualitas 

pendidikan tidak merata, kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan juga menjadi 

tidak merata. Siswa yang memperoleh pendidikan berkualitas di perkotaan cenderung 

memiliki kompetensi yang lebih baik sehingga memiliki peluang yang lebih besar untuk 



melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan memperoleh pekerjaan dengan 

pendapatan yang lebih baik. Sebaliknya, siswa di daerah pedesaan yang memperoleh 

pendidikan dengan kualitas lebih rendah akan menghadapi keterbatasan dalam 

mengembangkan keterampilan dan kompetensinya. Akibatnya, kesempatan kerja dan 

tingkat pendapatan mereka cenderung lebih rendah. 

 

Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat memperlebar kesenjangan pendapatan 

antara masyarakat perkotaan dan pedesaan. Selain itu, rendahnya kualitas sumber daya 

manusia di daerah pedesaan dapat menghambat produktivitas tenaga kerja, mengurangi 

daya tarik investasi, serta memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah. Ketimpangan 

pendidikan juga berpotensi mempertahankan siklus kemiskinan karena generasi yang 

memperoleh pendidikan rendah akan memiliki kesempatan ekonomi yang lebih terbatas 

dibandingkan generasi yang memperoleh pendidikan berkualitas. 

 

Solusi kebijakan untuk mengurangi ketimpangan 

Untuk mengurangi ketimpangan pendidikan, pemerintah perlu menerapkan kebijakan 

yang berorientasi pada pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah. Salah satu 

langkah yang dapat dilakukan adalah meningkatkan pemerataan distribusi guru melalui 

pemberian insentif, tunjangan khusus, dan program penempatan guru di daerah pedesaan 

atau terpencil. Dengan demikian, kualitas tenaga pendidik dapat lebih merata antara kota 

dan desa. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana 

pendidikan di daerah pedesaan, seperti laboratorium, perpustakaan, ruang kelas yang 

layak, serta fasilitas penunjang pembelajaran lainnya. Pengembangan infrastruktur 

teknologi juga perlu menjadi prioritas melalui penyediaan akses internet dan perangkat 

pembelajaran digital agar siswa di pedesaan memiliki kesempatan belajar yang setara 

dengan siswa di perkotaan. Pemerintah juga dapat memperluas program pelatihan guru, 

bantuan pendidikan, serta pengawasan terhadap pemerataan kualitas layanan pendidikan. 

Dengan adanya pemerataan fasilitas, tenaga pendidik, dan akses teknologi, kesenjangan 

pendidikan antara kota dan desa dapat dikurangi sehingga tercipta sumber daya manusia 

yang lebih berkualitas dan pembangunan ekonomi yang lebih merata. 

 



3. Jumlah lulusan perguruan tinggi di Kota B meningkat setiap tahun. Namun, banyak lulusan 

menganggur atau bekerja tidak sesuai bidang studinya. Dunia industri menilai kompetensi 

lulusan belum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. 

Pertanyaan 

1. Analisis penyebab pengangguran terdidik berdasarkan teori human capital. 

Jawab: 

Menurut teori human capital yang dikemukakan oleh Becker, pendidikan merupakan 

investasi yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan produktivitas 

seseorang sehingga dapat meningkatkan peluang kerja dan pendapatan. Dalam kasus Kota 

B, meningkatnya jumlah lulusan perguruan tinggi seharusnya diikuti dengan 

meningkatnya kesempatan kerja bagi lulusan tersebut. Namun, kenyataannya banyak 

lulusan yang menganggur atau bekerja tidak sesuai dengan bidang studinya. Berdasarkan 

teori human capital, kondisi ini terjadi karena adanya ketidaksesuaian (mismatch) antara 

kompetensi yang dimiliki lulusan dengan kebutuhan dunia kerja. Perguruan tinggi 

menghasilkan lulusan dengan pengetahuan dan keterampilan tertentu, sementara dunia 

industri membutuhkan kompetensi yang berbeda atau lebih spesifik. Akibatnya, 

keterampilan yang dimiliki lulusan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pasar 

kerja. 

Selain itu, pengangguran terdidik juga dapat disebabkan oleh kurangnya keterampilan 

praktis, pengalaman kerja, kemampuan teknologi, komunikasi, dan pemecahan masalah 

yang saat ini banyak dibutuhkan oleh perusahaan. Dengan kata lain, investasi pendidikan 

yang telah dilakukan belum sepenuhnya menghasilkan human capital yang sesuai dengan 

kebutuhan pasar kerja. Akibatnya, lulusan mengalami kesulitan memperoleh pekerjaan 

meskipun memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. 

 

2. Jelaskan hubungan antara pendidikan dan pasar kerja pada kasus tersebut. Berikan 

rekomendasi untuk meningkatkan relevansi lulusan. 

Jawab:  

Pendidikan dan pasar kerja memiliki hubungan yang sangat erat karena pendidikan 

berfungsi menyiapkan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Idealnya, 

lembaga pendidikan menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan 



kebutuhan industri sehingga lulusan dapat terserap dengan baik di pasar kerja. Pada kasus 

Kota B, hubungan tersebut belum berjalan secara optimal. Meskipun jumlah lulusan 

perguruan tinggi terus meningkat, dunia industri menilai bahwa kompetensi yang dimiliki 

lulusan belum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Hal ini menunjukkan adanya 

kesenjangan antara output pendidikan dan permintaan tenaga kerja. Akibatnya, banyak 

lulusan yang menganggur atau bekerja pada bidang yang tidak sesuai dengan latar 

belakang pendidikannya. 

 

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah lulusan saja tidak cukup untuk 

mengurangi pengangguran. Pendidikan harus mampu menghasilkan lulusan yang 

memiliki kompetensi yang relevan dengan perkembangan teknologi, kebutuhan industri, 

dan perubahan dunia kerja. Jika tidak terjadi kesesuaian antara pendidikan dan pasar kerja, 

maka pengangguran terdidik akan terus meningkat meskipun tingkat pendidikan 

masyarakat semakin tinggi. 

 

Rekomendasi untuk meningkatkan relevansi lulusan 

Untuk meningkatkan relevansi lulusan terhadap kebutuhan pasar kerja, perguruan tinggi 

perlu memperkuat kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri dalam penyusunan 

kurikulum. Kurikulum harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan 

kompetensi yang sedang dibutuhkan oleh pasar kerja agar lulusan memiliki keterampilan 

yang relevan. Selain itu, program magang, praktik kerja lapangan, dan pembelajaran 

berbasis proyek perlu diperluas sehingga mahasiswa memperoleh pengalaman kerja 

sebelum lulus. Penguatan keterampilan nonakademik (soft skills) seperti komunikasi, 

kerja sama tim, kepemimpinan, kemampuan berpikir kritis, dan pemecahan masalah juga 

perlu menjadi bagian penting dalam proses pendidikan. Perguruan tinggi juga perlu 

meningkatkan pelatihan keterampilan digital dan kewirausahaan agar lulusan tidak hanya 

bergantung pada lapangan kerja yang tersedia, tetapi juga mampu menciptakan peluang 

usaha sendiri. Dengan adanya keterkaitan yang lebih kuat antara pendidikan dan 

kebutuhan pasar kerja, lulusan akan lebih mudah terserap di dunia kerja sehingga tingkat 

pengangguran terdidik dapat dikurangi. 

 



4. Sebuah universitas swasta menaikkan uang kuliah sebesar 25% untuk meningkatkan fasilitas 

kampus dan layanan akademik. Kebijakan tersebut mendapat protes dari mahasiswa karena 

dinilai memberatkan keluarga berpenghasilan rendah. 

Pertanyaan 

1. Analisis kasus tersebut berdasarkan konsep pendidikan sebagai barang publik dan barang 

privat. 

Jawab:  

Dalam ilmu ekonomi, pendidikan memiliki karakteristik sebagai barang publik dan barang 

privat sekaligus. Sebagai barang publik, pendidikan memberikan manfaat yang dirasakan 

oleh masyarakat secara luas, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, 

produktivitas tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, serta penurunan tingkat kemiskinan 

dan pengangguran. Oleh karena itu, pendidikan tidak hanya menguntungkan individu yang 

menerimanya, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara. 

 

Di sisi lain, pendidikan juga merupakan barang privat karena individu yang menempuh 

pendidikan memperoleh manfaat langsung, seperti peningkatan pengetahuan, 

keterampilan, peluang kerja yang lebih baik, dan pendapatan yang lebih tinggi. Karena 

adanya manfaat pribadi tersebut, peserta didik atau keluarganya biasanya ikut 

menanggung biaya pendidikan. 

 

Pada kasus ini, universitas swasta menaikkan uang kuliah sebesar 25% untuk 

meningkatkan fasilitas kampus dan layanan akademik. Dari sudut pandang barang privat, 

kebijakan tersebut dapat dianggap wajar karena peningkatan kualitas layanan pendidikan 

memerlukan biaya yang lebih besar dan manfaatnya akan dirasakan langsung oleh 

mahasiswa. Namun, dari sudut pandang barang publik, kenaikan biaya yang terlalu tinggi 

dapat mengurangi akses masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh pendidikan 

tinggi. Akibatnya, fungsi pendidikan sebagai sarana pemerataan kesempatan dan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terganggu. 

 

 

 



2. Jelaskan dampak sosial ekonomi dari kenaikan biaya pendidikan. 

Jawab:  

Kenaikan biaya pendidikan dapat menimbulkan berbagai dampak sosial dan ekonomi. 

Dari sisi ekonomi, kenaikan uang kuliah akan menambah beban pengeluaran keluarga, 

terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah. Sebagian calon mahasiswa mungkin 

menunda kuliah, bahkan membatalkan rencana melanjutkan pendidikan karena 

keterbatasan biaya. Kondisi ini dapat mengurangi kesempatan masyarakat untuk 

memperoleh pendidikan tinggi. 

 

Dari sisi sosial, kenaikan biaya pendidikan berpotensi memperlebar kesenjangan sosial 

antara kelompok masyarakat mampu dan kurang mampu. Mahasiswa dari keluarga yang 

memiliki kondisi ekonomi baik tetap dapat mengakses pendidikan tinggi, sedangkan 

mahasiswa dari keluarga kurang mampu menghadapi hambatan yang lebih besar. Dalam 

jangka panjang, hal ini dapat menyebabkan ketidakmerataan kesempatan untuk 

meningkatkan kualitas hidup melalui pendidikan. 

 

Selain itu, jika akses pendidikan tinggi semakin terbatas, kualitas sumber daya manusia 

juga dapat terpengaruh. Berkurangnya jumlah masyarakat yang mampu mengenyam 

pendidikan tinggi dapat menghambat peningkatan produktivitas tenaga kerja dan 

memperlambat pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, kenaikan biaya pendidikan tidak 

hanya berdampak pada individu dan keluarga, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi 

sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. 

 

3. Apakah pemerintah perlu melakukan intervensi? Jelaskan alasannya. 

Jawab:  

Iya, pemerintah perlu melakukan intervensi dalam kasus tersebut. Intervensi diperlukan 

karena pendidikan memiliki manfaat sosial yang besar dan merupakan salah satu sarana 

penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jika biaya pendidikan terus 

meningkat tanpa adanya dukungan atau pengawasan dari pemerintah, maka akses 

pendidikan tinggi dapat menjadi semakin terbatas bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 

 



Bentuk intervensi yang dapat dilakukan antara lain melalui pemberian beasiswa, bantuan 

pendidikan, subsidi biaya kuliah, atau program pinjaman pendidikan dengan bunga rendah 

bagi mahasiswa yang membutuhkan. Pemerintah juga dapat melakukan pengawasan 

terhadap kebijakan kenaikan biaya pendidikan agar tetap mempertimbangkan kemampuan 

ekonomi masyarakat dan tidak mengurangi akses terhadap pendidikan tinggi. 

 

Intervensi pemerintah penting untuk menjaga prinsip keadilan dan pemerataan 

pendidikan. Dengan adanya dukungan pemerintah, mahasiswa dari berbagai latar 

belakang ekonomi tetap memiliki kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan 

tinggi. Selain itu, investasi pemerintah di bidang pendidikan akan memberikan manfaat 

jangka panjang berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia, produktivitas tenaga 

kerja, dan pertumbuhan ekonomi nasional 

 

5. Pasca pandemi, sekolah menerapkan pembelajaran berbasis digital. Namun, siswa dari 

keluarga kurang mampu mengalami kesulitan membeli perangkat dan kuota internet sehingga 

partisipasi belajar menurun. 

Pertanyaan 

1. Analisis masalah tersebut menggunakan konsep biaya pendidikan dan opportunity cost. 

Jawab:  

Berdasarkan konsep biaya pendidikan, proses pembelajaran berbasis digital tidak hanya 

memerlukan biaya yang ditanggung oleh sekolah, tetapi juga biaya yang harus dikeluarkan 

oleh siswa dan keluarganya. Dalam kasus ini, siswa dari keluarga kurang mampu harus 

menyediakan perangkat seperti telepon pintar, laptop, atau komputer serta membeli kuota 

internet untuk mengikuti pembelajaran. Biaya tambahan tersebut menjadi beban yang 

cukup besar bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas sehingga tidak semua siswa 

dapat mengikuti pembelajaran secara optimal. 

 

Selain itu, masalah tersebut juga dapat dianalisis menggunakan konsep opportunity cost 

(biaya peluang). Opportunity cost adalah nilai dari pilihan lain yang harus dikorbankan 

untuk memperoleh suatu manfaat. Bagi keluarga kurang mampu, pengeluaran untuk 



membeli perangkat dan kuota internet berarti harus mengurangi pengeluaran untuk 

kebutuhan lain yang dianggap lebih penting, seperti makanan, kesehatan, atau kebutuhan 

rumah tangga. Bahkan dalam beberapa kasus, siswa dapat memilih untuk tidak mengikuti 

pembelajaran secara penuh atau membantu pekerjaan orang tua demi mengurangi beban 

ekonomi keluarga. Akibatnya, partisipasi belajar menurun dan kesempatan memperoleh 

pendidikan yang berkualitas menjadi berkurang. 

 

2. Jelaskan dampak kesenjangan digital terhadap kualitas pendidikan. Berikan solusi 

kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut. 

Jawab:  

Kesenjangan digital terjadi ketika terdapat perbedaan akses terhadap teknologi informasi 

dan internet antar kelompok masyarakat. Dalam kasus ini, siswa yang berasal dari 

keluarga mampu dapat mengikuti pembelajaran digital dengan lebih baik karena memiliki 

perangkat dan akses internet yang memadai. Sebaliknya, siswa dari keluarga kurang 

mampu mengalami berbagai hambatan dalam mengikuti proses pembelajaran. Kondisi 

tersebut berdampak langsung terhadap kualitas pendidikan. Siswa yang memiliki akses 

teknologi yang baik dapat mengikuti pembelajaran secara teratur, mengakses berbagai 

sumber belajar, dan berinteraksi dengan guru secara lebih efektif. Sementara itu, siswa 

yang memiliki keterbatasan akses sering mengalami kesulitan mengikuti materi, terlambat 

mengumpulkan tugas, atau bahkan tidak dapat mengikuti pembelajaran sama sekali. 

Akibatnya, prestasi belajar siswa menjadi tidak merata dan kesenjangan hasil belajar 

semakin meningkat. 

 

Dalam jangka panjang, kesenjangan digital dapat memperlebar ketimpangan pendidikan 

dan ketimpangan sosial ekonomi. Siswa yang tertinggal dalam proses pembelajaran 

berisiko memiliki kompetensi yang lebih rendah dibandingkan siswa yang memiliki akses 

teknologi yang memadai. Hal ini dapat memengaruhi peluang mereka untuk melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi maupun memperoleh pekerjaan yang lebih baik 

di masa depan. 

 

 



Solusi kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut 

Untuk mengatasi kesenjangan digital, pemerintah perlu memperluas akses teknologi 

pendidikan bagi seluruh siswa, terutama dari keluarga kurang mampu. Salah satu langkah 

yang dapat dilakukan adalah memberikan bantuan perangkat pembelajaran seperti laptop 

atau tablet serta subsidi kuota internet bagi siswa yang membutuhkan. Dengan demikian, 

seluruh siswa memiliki kesempatan yang lebih setara untuk mengikuti pembelajaran 

digital. Selain itu, pemerintah perlu mempercepat pembangunan infrastruktur internet 

yang merata, terutama di daerah yang masih memiliki akses jaringan yang terbatas. 

Sekolah juga dapat menyediakan fasilitas internet gratis atau ruang belajar digital yang 

dapat dimanfaatkan oleh siswa yang tidak memiliki akses di rumah.  

 

Di samping itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, sekolah, dan penyedia layanan 

telekomunikasi untuk menyediakan layanan internet pendidikan dengan biaya yang lebih 

terjangkau. Guru juga perlu diberikan pelatihan untuk mengembangkan metode 

pembelajaran yang fleksibel sehingga siswa yang mengalami keterbatasan teknologi tetap 

dapat mengikuti proses belajar dengan baik. Dengan kebijakan tersebut, kesenjangan 

digital dapat dikurangi dan kualitas pendidikan dapat ditingkatkan secara lebih merata. 


